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BAB1V
PENUTUP

IV. 1. Kesimpulan

a. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
“berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Inilah
dasar konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir
tertinggi atas UUD 1945 melalui putusan-putusannya, sekaligus
mempunyai fungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum
tertinggi dapat ditaati dan ditegakkan dalam rangka proses perkembangan
kehidupan demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan.

b. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
(vudisial power) di Indonesia. UUD 1945 sekarang menganut prinsip
pemisahan kekuasaan yang tegas hubungan antara satu lembaga dengan
lembaga yang lain dan diikat oleh prinsip checks and balances, dimana
lembaga-lembaga tersebut diakui sederajat tetapi saling mengendalikan
satu sama lain. Hal ini yang memungkinkan lahirnya persengketaan antar
lembaga negara akibat dalam melaksanakan kewenangannya terdapat
perselisthan dalam menafsirkan amanat UUD. Sehingga setelah lahirnya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
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atas amanat amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 dilanjutkan melalui
amandemen keempat ketentuan Aturan Peralihan, Pasal III, bahwa
selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi telah
terbentuk, berikut dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah
Konstitusi. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang
tersebut, Mahkamah Konstitusi saat ini memiliki kewenangan untuk
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

IV.2. Saran

a. Menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa
kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945, kedepan diharapkan mahkamah tidak hanya
menerima perkara persengketaaan terhadap lembaga negara yang secara
tegas kewenangannya disebutkan dan diberikan oleh UUD 1945. Seperti
Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK. Namun sebagaimana ketentuan
pasal 2 huruf (g) PMK Nomor 08/PMK/2006 bahwa yang dapat menjadi
pemohon adalah lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh
UUD 1945. lembaga negara independen yang kini bermunculan dan
lembaga-lembaga daerah, adalah fenomena ketatanegaraan modern yang
harus diberikan posisi konstitusional, agar lebih jelas perannya dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia masa depan.
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